
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1601, 2018 KEMEN-KP. Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran. 

 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39/PERMEN-KP/2018 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun 

pedoman umum penyusunan rencana kerja dan 

anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);  

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

985); 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi 

satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

baik kantor pusat, unit pelaksana teknis, satuan kerja 

dekonsentrasi, dan satuan kerja tugas pembantuan provinsi 

dan kabupaten/kota, dalam rangka penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran satuan kerja masing-masing.  
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Pasal 2 

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 3 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan disusun berdasarkan: 

a. Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran untuk RKA-K/L 

APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA-K/L APBN 

Perubahan; 

b. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

c. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

d. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja 

Anggaran (KRISNA);  

e. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan 

pendahuluan Rancangan APBN; 

f.    Hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN/Rancangan Undang-Undang tentang APBN-

Perubahan; 

g. Standar Biaya; dan 

h. Kebijakan Pemerintah Pusat.  

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-

KP/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1930), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Oktober 2018          

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 7 Desember 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  

Lembar Persetujuan 

No Jabatan Paraf 

1. Sekretaris Jenderal  

2. Karo Perencanaan  

3. Karo Hukum dan Organisasi  
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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 39/PERMEN-KP/2018  

TENTANG  

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN  

 

 

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang perlu terus 

mengupayakan peningkatan kualitas belanja KKP dalam rangka 

pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, efisien, dan patut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditandai dengan 

semakin meningkatnya penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, 

termasuk peningkatan opini atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), serta akuntabilitas kinerja hasil penilaian oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Beberapa hal tersebut dipandang penting sebagai upaya positif dalam 

kerangka reformasi birokrasi di lingkungan KKP.  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

khususnya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, menyebutkan bahwa penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus 

menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: penganggaran terpadu (unified 
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